
BUPATI KATINGAN 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN 
NOMOR X  TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 16 TAHUN 2011 

TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 
2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan izin 
Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin 
Gangguan di Daerah karena tidak sesuai dengan 
perkembangan keadaan dan tuntutan kemudahan 
berusaha atau berinvestasi sehingga Peraturan Daerah 
Kabupaten Katingan Nomor 16 Tahun 2011 perlu 
dilakukan penyesuaian dan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Katingan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, 
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten 
Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten 
Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi 
Kalimantan Tengah (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lernbar an Negara 
Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nc
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5687) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan LembaranNegara 
Republik Indonesia Nomor 4139;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- 
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 199);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 16 Tahun 
2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran 
Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 16);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 
tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan izin 
Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin 
Gangguan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 481);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN
dan

BUPATI KATINGAN 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 
16 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN 
TERTENTU

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 16 r .
Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten nr
Katingan Tahun 2011 Nomor 16), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) huruf C Pasal 2 dihapus, sehingga berbunyi 
berikut:
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Pasal 2

(1) Retribusi Perizinan tertentu merupakan pelayanan perizinan tertentu 
oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang 
dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan 
pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, 
sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan 
menjaga kelestarian lingkungan.

(2) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari:
a. Retribusi izin Mendirikan Bangunan;
b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
c. Dihapus;
d. Retribusi Izin trayek;
e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

2. Ketentuan Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 
dihapus.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN 

Pasal 46

(1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas;
(2) Pembayaran Retribusi disetor ke Kas Daerah oleh Bendahara Penerima pada 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Äset Daerah Kabupaten Katingan;
(3) Setiap Pembayaran dicatat dalam buku Penerimaan Pembayaran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Katingan.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2019 NOMOR X

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN, PROVINSI 
KALIMANTAN TENGAH : 03, 05/2019
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